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7. Peraturan . . . . . . . . .  

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4721); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

4. Peraturan  Presiden  Nomor  105  Tahun  2018  tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi   

Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan Sekretariat Komisi  Pemilihan  

Umum  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik   Indonesia   

Tahun   2018 Nomor 196); 

5. Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang Rencana 

Pembangunan   Jangka   Menengah   Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2020  Nomor 1763); 
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KEEMPAT . . . . . . . . .  

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). 

 

Memerhatikan : Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  55/PUU XVII/2019 dalam  

perkara  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  

Pemilihan  Umum. 

 

MEMUTUSKAN   : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR 

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN ALOR TAHUN 2020-2024 

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Alor Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 

2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Alor untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 

2020 sampai dengan Tahun 2024 

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi : 

a. Visi,  Misi  dan  Tujuan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten 

Alor Tahun 2020-2024; 

b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka 

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 

2020-2024; dan 

c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.  
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